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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Anak adalah anugerah yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada kita 
semua para orang tua utuk dijaga, dilindungi, dirawat dengan baik, dan wajib 
mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.Anak merupakan 
keturunan manusia yang dinantikan kehadiranya di dunia ini. Anak merupakan 
tunas generasi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, pemegang 
peran yang strategis serta mempunyai ciri berikut sifat khusus yang menjadi 
jaminan berlangsungnya keberadaan suatu Negara di masa yang akan datang. 
Agar anak nantinya nantinya mampu mengemban tanggungjawab besar untuk 
bangsa dan Negara anak hendaklah mendapatkan kesempatan selebar-lebarnya 
untuk bertumbuh kembang secara intensif baik dari segi fisik maupun mental 
serta mendapat bekal berupa akhlak mulia agar mampu mengemban tugas mulia 
untuk membawan Negara kepada kemakmuran dan kesejahteraan.1Sejak anak 
dilahirkan di dunia ini telah melekat harkat, maetabat, serta hak-hak dalam 
dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dijunjung tinggi.Anak 
mempunyai hak asasi yang merupakan bagian dari hakn asasi manusia yang 
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telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta konversi PBB mengenai 
hak-hak anak.2Sehingga setiap anak berhak mendapatkan hak penuh ataas 
kelangsungan hidupnya.Anak berhak mendapatkan jaminan pertumbuhan dan 
perkembangan fisiknya, jaminan untuk dapat meraih prestasi, serta berhak 
mendapatkan perlindungan dari ancaman marabahaya, tindak kekerasan, dan 
deksriminasi. 
Orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan Negara juga 
harus memberikan perlindungan terhadap anak.Perlindungan terhadap anak 
dengan segala aspeknya termasuk bentuk dari kegiatan pembangunan nasional 
khususnya untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.Semua anak 
mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan 
moral dengan takaran seimbang agar anak dapat bertumbuh menjadi pribadi 
yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 
Anak merupakan masa muda, masa muda adalah masa yang paling 
rentan dimana anak selalu mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dan 
selalu ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan dan sangat 
rentan terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu oara orang tua 
hendaklah selalu memberikan pengawasan secara intensif terhadap anak 
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mereka, mengingat lingkungan yang tidak baik juga akan membawa dampak 
negatif bagi mereka. 
Pembinaan yang dimulai sejak dini oleh orang tua sangat penting agar 
anak selalu berjalan di jalur positif.Orang tua, keluarga, serta masyarakat 
memegang tanggungjawab atas penjagaan dan pemeliharaan hak asasi tersebut 
sesuai dengan ketentuan yang telah diwajibkan oleh hukum.Dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak, Negara serta pemerintah mempunyai 
tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas serta aksesbilitas kepada 
anak.Terutama untuk menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara 
optimaldan terarah. 
Semakin maju suatu Negara maka sudah seharusnya menjadi suatu 
kewajiban bagi Negara tersebut dalam menciptakan suasana yang kondusif 
untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
Negara memberikan perlindungan terhadap anak-anak diantaranya 
meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu meliputi aspek ekonomi, aspek social, 
aspek budaya, aspek politik, aspek pertahanan dan aspek keamanan maupun 
aspek hokum. 
Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hokum bagi anak 
mempunyai arti sebagai upaya perlindungan hokum terhadap berbagai 
 
 
kebebasan dan hak asasi anak (Fundamental rights and freedoms of 
children)serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 
anak.3 Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlinduungan  
hukum.4Secara umum kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan 
penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak 
dengan wajar baik secara jasmani, secara rohani, maupun secara sosial.5 
Perlindungan terhadap anak telah diatur lebih khusus dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbaharui 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas penetapan Peraturan 
Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dalam 
Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: 
“Setiap Anak selama dalam masa pengasuhan orang tua atau wali 
ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perilaku tanpa: 
a. Deksriminasi 
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 
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c. Penelantaran 
d. Kekejaman  
e. Ketidak adilan 
f. Dan perilaku salah lainya. 
Selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 atas penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak yang 
berbunyi: 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum. 
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara kepada anak 
hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
Akhir-akhir ini semakin  banyak anak-anak yang terlepas dari 
pengawasan orang tua sehingga mereka menjadi korban-korban perlakuan tidak 
senonoh oleh pelaku yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan 
 
 
pribadi dengan melakukan melakukan kejahatan kesusilaan untuk memuaskan 
hasrat birahi mereka kepada korban yang masih berusia anak-anak dibawah 
umur.6 
Kejahatan kesusilaan ini terjadi diantaranya karena memang pelaku 
mempunyai niat jahat yang didukung dengan situasi yang memungkinkan  
pelaku untuk melakukan aksinya. Pelaku kejahatan biasanya didominasi oleh 
orang yangh usianya lebih dewasa dari korban, karena korban yang masih 
berusia di bawah umur masih sangat mudah untuk terperdaya oleh 
pelaku.Namun tak jarang pelaku dan korban masih sesama anak yang masih 
berusia di bawah umur yang seharusnya masih berada dalam pengawasan orang 
tua, dikarenakan anak mempunyai rasa keingin tahuan yang tinggi dengan hal-
hal yang belum pernah mereka lakukan. 
Itulah yang menjadi faktor penyebab dan faktor pendorong bagi pelaku 
yang masih sama-sama di bawah umur untuk nekat melakukan hal-hal yang 
bersifat tindak pidana dalam kejahatan kesusilaan7. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus bahwa dalam sepanjang tahun 2016 
sampai dengan tahun 2017 banyak sekali kasus tindak pidana kesusilaan yang 
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diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kudus, namun  
hanya ada 1 kasus pencabulan yang berujung peraetubuhan yang dilakukan oleh 
pelaku anak yang masih di bawah umur dengan korban anak yang masih 
dibawah umur.8 
Kasus tersebut telah sampai pada pengadilan dan telah diputuskan oleh 
Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN 
Kds. Yakni kasus yang dialami oleh anak korban yang berinisial SM yang 
masih berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. 
Korban mengalami tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku yang 
berinisial AW yang berusia kurang dari 14 tahun yang dudukdi bangku kelas 7 
SMP/Sederajat. Menurut keterangan korban pelaku yang berinisial AW 
tersebut telah melakukan tindak pidana kesusilaan kepada korban sebanyak 7 
kali dalam kurun waktu 2 bulan, yakni yang berawal pada tanggal 8 juli sampai 
dengan tanggal 12 bulan Agustus tahun 2016. Kejadian tersebut baru diketahui 
oleh ibu korban setelah anak korban mengeluh kepada ibunya bahwa korban 
merasakan sakit pada perutnya pada tanggal 12 bulan Agustus 2016.Setelah ibu 
korban mengetahui hal tersebut dari keterangan korban kemudian ibu korban 
melaporkan kepada pihak kepolisian setelah sebelumnya ibu korban 
memeriksakan korban kepada petugas kesehatan.9 
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Pelaksanaan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana harus tetap di 
tegakkan agar anak pelaku tindak pidana kesusilaan ini mendapatkan pelajaran 
bahwa yang dilakukanya adalah perbuatan melawan hukum dan pelaksanaan 
sanksi begi anak pelaku tindak pidana tersebut medapatkan efek jera dan tidak 
akan mengulangi perbuatanya lagi.10 
Namun penerapan sanksi yang diberikan terhadap anak pelaku tindak 
pidana persetubuhan harus tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan 
terbaik bagi anak danmemperhatikan hak-hak anak sesuai Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.11 
Pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” sebagaimana telah 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016 atas penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 
1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.12 
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Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam  pengadilan dalam putusan 
Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds adalah berupa sanksi tindakan berupa 
perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di 
Panti Sosial Marsudi Putra (PMSP) “ANTASENA” Magelang selama 1 tahun 
dan ditambah dengan menjatuhkan pidana denda  kepada pelaku sebesar 
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diganti dengan pelatihan kerja 
selama 8 bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.13 
Berdasarkan uraian terserbut maka penulis merasa perlu untuk 
mengangkat persoalan ini ke dalam Penulisan Hukum atau Skripsi dengan Judul 
“PELAKSANAAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK PELAKU 
PERSETUBUHAN DENGAN KORBAN ANAK DI KUDUS (STUDI 
PUTUSAN Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada AW anak pelaku tindak 
pidana dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds telah 
sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) ? 
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2. Bagaimana pelaksanaan sanksi tindakan yang diterima oleh AW 
anak pelaku tindak pidana persetubuhan selama menjalani 
pembinaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “ANTASENA” 
Magelang? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan kepada AW anak 
pelaku dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds telah 
sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem 
Peradilan Pidna anak. 
2. Untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Sanksi Tindakan Terhadap 
AW (anak Pelaku Tindak Pidana) berdasarkan Putusan Nomor 
05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Dari Segi Teoritis 
Dengan adanya penilitian ini penulis berharap dapat menjadikan bahankajian 
ini sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan 
dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang 
pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku pada kasus tindak 
pidana kesusilaan yang terjadi pada uang lingkup anak-anak. 
 
 
2. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mmberikan wawasan 
mengenai pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku pada 
kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi pada ruang lingkup anak-anak dan 
sebagai pedoman serta bahan rujukan untuk praktisi dan akademisi hukum. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-
masing bab saling berhubungan dan terkait. Adapun gambaran yang jelas 
mengenai skripsi ini akan di urai dalam sistematika berikut ini: 
BAB I :PENDAHULUAN 
Dalam Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Bab ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang 
telah diperbaharui dengan Undang-U Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas 
penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kesusilaan. Pada pokok bahasan Sistem 
Peradilan Pidana Anak memuat tentang pengertian anak, dan sanksi bagi pelaku 
baik dari Sanksi Tindakan maupun Sanksi Pidana berdasarkan Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak pidana Kesusilaan 
 
 
menurut KUHP, dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 atas penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Anak. 
 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode dalam penelitian yang 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian.Diantaranya Metode-metode yang 
digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 
Pengumpulan Data, Metode Pengolahan, Metode Penyajian Data, dan Metode 
Analisis Data. 
 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini membahas mengenai kajian penelitian, mengenai pelaksanaan 
Sanksi Tindakan yang dijatuhkan kepada AW anak pelaku tindak pidana 
persetubuhan dengan korban S anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 
05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds. Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada AW 
anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 
 
 
Tahun 2016 atas penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana proses pelaksanaan sanksi 
tindakan yang diterima oleh AW anak pelaku tindak pidana persetubuhan selama 
di rawat di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang. 
 
BAB V : PENUTUP 
Dalam Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan 
sanksi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan kepada AW anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang masih dibawah umur 
dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds. Apakah sudah terpenuhi 
keadilan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan, berikutnya mengenai 
saran yang ditujukan kepada Negara agar tercipta jaminan pendidikan yang 
menjaminn secara penuh kepada korban tindak pidana agar tercipta kesejahteraan 
hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
